enomena Sebagai

dalam bahasa Indonesia tersebut di atas,*

maka apa yang akan dijelaskan tersebut
di bawah ini, dengan mengambil judul
Fenomena Kejahatan adalah bagaimana
wujud kejahatan yang terorganisir
dapat diketahui berdasarkan gejala

dan fakta yang di lihat dan ditangkap
melalui panca indera. Dengan
menggunakan pedoman apa, suatu
kejahatan dapat diungkap

sekaligus memikirkan cara
penanggulangannya.

Pol. Drs. Alex Tangyong

um Suatu Kejaha

dlhaﬂ'épkanr pada. kesuli
mengambil kesimpul

gapat dilihat
( Y bernya, apa yang
menjadl sebab timbulnya kejahatan
dan bagaimana cara pengungkapan
dan pencegahannya. Apabila dikait-
kan dengan konsep lain yang
berpendapat bahwa kejahatan tim-
bul karena ada niat dan kesempatan,
maka berdasarkan pandangan ter-
sebut, wajar menurut hemat kami
bahwa apabila hal ini diproyeksikan
ke dalam suatu lingkaran maka akan
tergambar suatu wujud atau gejala




umum suatu keja

empat secal

akhirnya dimaksudka
ungkap siapa pelakunya
barang bukti dan saksi-saksi.

Untuk menggambarkannya ke
dalam wujud yang lain, maka ling-
karan di atas apabila di proyeksikan
ke dalam bentuk kerucut yang
elastis, yang dapat ditarik dan di-
tekan seperti gambaran tercpong
yang menggunakan lensa yang
dapat melihat jauh dan dekat, yang
juga bisa melebar ke kiri dan ke
kanan (wide angle).

lak¥Kan: untuk men-
mengumpulkan barang
bukti.

Mengapa dilakukan: akan meng-
ungkap latar belakang/motivasi
pelaku

Bagaimana terjadinya: akan men-
jawab modus operandi suatu ke-
jahatan.

Bilamana terjadinya: untuk me-
ngetahui kapan terjadinya kejahat-
an.




d
&fﬁﬁfa pada pe-

Gambaran SIADI-
ini merupakan re-
1nd1kator-

. daerah oimj;am ke_] ‘"at-
- barang bufm “serta_ke-
: .angmenopang, maka lang-
kah awal yang perlu diambil adalah
apakah terdapat indikator-indikator
yang kuat yang kemudian dapat
menopang  proses pengungkapan,
yang pada akhirnya dapat_meng-
arahkan/menun]ukkan bentuk ke-
jahatan berikut jaringannya.
Tindakan selanjutiya yang perlu
dilakukan setelah memperolehbukti
permulaan yang cukup adalah me-
lakukan penyelidikan dan penyidik-
an yang lebih mendalam sampai
pada pengungkapan pada tahap
kwantitatif yang antara lain :
1. Mengungkap biodata lengkap
pelaku dan saksi, termasuk ke-

mampuan, kelemahannya, ke-
biasaan dan lain-lain.
2. Mampu menemukan barang

bukti yang harus dikumpulkan di
TKP

secara  kwalitatif

xﬁ%ﬁtiug iy
4. Motivasi *‘*ya’hg&%ia

sw gamblang.
,en
k

pra}gek lpangan pe-

nyelidikan berupa:

1. Kemampuan menganalisa tugas
dan sasaran.

2. Memiliki tahap penyelidikan dan
penyidikan, dimulai dari per-
tama, tahap awal menemukan
indikasi dan bukti permulaan
yang masih berupa tahap kwa-
litatif, kemudian+"dilanjutkan

dengan pendalaman kwalitatif
dan tahap kedua, awal kwan-
titatif yang dilanjutkan dengan
pendalaman kwantitatif.

Indikstor

Gejala Umum

Tahap Penyidlkan/Penyelldik

Jang ar terpenuhl dan ter]awal;%




3. Sebagai pekeqa ofesior olri  penyidik/

memlhkl int




uk m ah kebljakan
dalam rang @@ pemisahan Kepoli egara Republik
Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
sambil menunggu proses pembaharuan Undang-undang
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

. bahwa Majelis = Permusyawaratan Rakyat dalam
Ketetapannya Nomor X/MPR/1998 mengintruksikan
kepada Presiden selaku Mandataris MPR antara lain
untuk melaksanakan agenda reformasi di bidang hukum
dalam bentuk “pemisahan secara tegas fungsi dan
wewenang aparatur penegak hukum, agar dapat dicapai
proporsionalitas, profesionalitas, dan integritas yang
utuh”:




KEDUA

Reformasi Pe;
dan Nonnal:sam

Pertahanan Keamana gara Republik Indonesia, Undang-
undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan Undang-undang serta peraturan
lainnya yang terkait.

Sejalan  dengan persiapan pembaharuan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA, secara bertahap mulai
mengambil langkah-langkah seperlunya dalam rangka
reformasi  Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan
menempatkan sistem dan penyelenggaraan pembinaan
kekuatan dan operasional Kepolisian Negara Republik
Indonesia pada Departemen Pertahanan Keamanan Republik
Indonesia.




untuk menggant
k Indonesia (ABRI).

nan sesuai denga
ETARIAT KAl
Biro Peraturan
Ng - undangan 11




DEPARTEMEN PER{

ANGKATAN BER

Mengingat :

1,

) numbuhkan
pemert: £ ) asarkan Undang-
undang maka sesuai dengan pertlmbangan tersebut angka
1 di atas, dipandang perlu untuk mencabut Keputusan
Menteri Pertahanan Keamanan Nomor: Kep/04/X1/1997
tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Ke-
giatan Operasional Kepolisian.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentu-
an-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982
Nomor 51, Tambahann Lembaran Negara Nomor 3234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-

avmidaney KNinmame: W) TMabhinies TOO™: Sombtamm Y2 obkoeBewses—




Republik

Ditetapkandi : Jakarta
Pada tanggal : 08 Maret 198
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Kepada Yth:
Daftar Distribusi "A” dan "B” Dephankam.




- DEPARTEMEN PERTAHANA
ANGKATAN BERSENJ

Polri _dala_m

/enang tugas dan tanggung jawab
an Kepolisian RI dari P

Mengingat ‘%, #tentang
an” Keamanan
o7 (Lembaran Negara Tahun
1982 Nomor 51;“tambalian Lembaran Negara Nomor
3234) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988, (Lembaran
Negara Tahun 1988 Nomor 3, tambahan Lembaran
Negara Nomor 3368).

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997, tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 81, tambahan Lembaran
Negara Nomor 3710).

3. Keputusan Presiden RI Nomor 46 Tahun 1983, tentang
Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen
Pertahanan Keamanan.




) 1983 tentan g

_ ewenang Penyeler
asional Kepolisian.
putusan Menhankam
entang Pencabut;
Kep/04/X1/1997.
Keputusan Pangab N
Juli 1997 Ién ang Pok
Polri.

3 Sar%g
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Nomor Kep/0
tusan Menhankam

/10/VII/1997, tangg
kok Orgamsasn dan Prosedus

Ditetapkan di : Jakarta






